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Judul : Pelaksanaan Prevensi Khusus di Rutan Kelas II 
B Kabupaten Jeneponto 
 
Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan Prevensi Khusus di Rutan 
Kelas II B Kabupaten Jeneponto”. Adapun rumusan masalah yang diangkat 
adalah Bagaimana program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana di Rutan kelas II B Kabupaten Jeneponto? Dan apakah 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto?. Penelitian ini 
bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana Program-program yang dilakukan 
dalam pelaksanaan prevensi khusus terhadap narapidana di Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto serta untuk mendapatkan pemahaman berkaitan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana di Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun studi 
pustaka akan dianalisis dengan menggunakan studi analisis deskriptif kualitatif. 
 Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa, Rutan Kelas II B Kabupaten 
Jeneponto melaksanakan prevensi khusus dengan konsep pemasyarakatan 
berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu 
dengan cara pembinaan, adapun pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan 
kepribadian antara lain: pembinaan kerohanian, jasmani, berbangsa dan bernegara, 
kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Untuk pembinaan kemandirian. 
Diketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas 
pelaksanaan prevensi khusus di Kabupaten Jeneponto, yaitu dalam proses 
pembinaan seperti kerja sama pihak ketiga yang tidak terjalin dengan baik atau 
instruktur yang dilakukan berdasarkan kerja sama pihak ketiga terkadang mangkir 
dari tugas, sarana dan prasarana, tidak adanya pembinaan dan pembimbingan 
kerohanian bagi narapidana yang beragama selain islam selain itu daya tampung 
Rutan dan sarana yang ada di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto yang tidak 
lagi dimanfaatkan. Selain faktor dari pembinaan, faktor dari narapidana juga 
sangat mempengaruhi pelaksanaan prevensi khusus dapat berjalan efektif atau 
tidak yaitu dari narapidana itu sendiri antara lain individu narapidana, lingkungan 
dan pergaulan narapidana serta pengawasan orang tua. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Banyak alasan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan, baik karena 
faktor ekonomi, lingkungan atau yang lainnya. Kejahatan dewasa ini memang 
sangat besar, kompleks dan semakin berkembang ragamnya. makanya dibentuk 
suatu terobosan yang dibuat agar bagaimana kejahatan bisa dapat diminimalisir. 
Kehidupan bangsa Indonesia saat ini sedang menuju kearah anomi, baik 
secara personal, sosial maupun institusional. Anomi adalah suatu keadaan dimana 
manusia sudah tidak tahu lagi standar perilaku yang harus diterapkan atau state 
normlesness.
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Kurangnya lapangan kerja dan beratnya beban biaya hidup merupakan 
faktor-faktor seseorang dapat melakukan suatu kejahatan, seseorang yang 
melakukan suatu kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah 
dilakukannya, seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan 
pemidanaan sebagaimana semestinya. 
Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena 
merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang 
telah bersalah melakukan tindak pidana.  
                                                             
1
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum pemikiran 
menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada: 2016) 
h.318 
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Menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah terbukti didalam 
persidangan bersalah bertujuan untuk memberikan pelajaran, Pelaksanaan pidana 
penjara yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana perlu segera 
dilakukan reorientasi mengingat sebagian besar sanksi pidana yang sekarang ada 
baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam 
konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru masih menggunakan 
bentuk sanksi berupa pidana penjara. Tujuan dijatuhkannya pidana penjara adalah 
untuk melindungi masyarakat maupun untuk memperbaiki hidup pelaku. 
Perkembangan lebih lanjut pidana penjara dijatuhkan agar si pelakunya dirasakan 
sebagai pembalasan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 
tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan 
melainkan juga untuk mengayomi dan memberi bekal hidup orang-orang yang 
tersesat karena melakukan tindak pidana. 
Dalam sejarah manusia, menurut Benyamin dan Curzon, tujuan adanya 
hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan (pidana) dapat dihimpun dalam empat 
bagian, yaitu: pembalasan/balas dendam (revenge/absolute), penghapusan dosa 
(expiation), penjeraan (detterent), dan perbaikan (rehabilitation). 
 
Pada hukum positif Indonesia, dalam hal ini kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), hanya dikenal 2 (dua) jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Hukuman pokok yang dikenal dalam KUHP berupa: a). 
Hukuman mati; b). Hukuman Penjara; c). Hukuman Kurungan; dan d). Hukuman 
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denda. Sedangkan hukuman tambahan dapat berbentuk pencabutan hak-hak 
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
2
 
Tingkat pertanyaan atau perdebatan para ahli hukum pidana maupun 
penologi serta kriminologi tentang pidana dan pemidanaan itu, bukan saja 
pertanyaan “‟Apa?‟, „mengapa‟ diadakan pemidanaan itu.dari dulu hingga kini, 
pidana dan pemidanaan juga berada di sekitar persoalan filsafat yang berusaha 
menjawab pertanyaan tentang „apa hakikat‟ pidana dan pemidanaan itu.3 Pidana 
bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada yang 
telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang bermanfaat. 
Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “aqua peccatum est” (karena orang 
melakukan kejahatan) melainkan “ne paccetur: (supaya orang jangan melakukan 
kejahatan). 
“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne paccetur”  yang artinya 
“tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, 
tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat” (“No reasonable man punisher 
because there has been a wrong doing, but in orderthat there should be no wrong 
doing”). 
Tujuan pidana untuk pencegahan dapat dibedakan antara prevensi spesial 
(“special deterrence”) dan prevensi general (“general deterrence”). Prevensi 
                                                             
2
Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan 
Diklat Kementerian Agama RI: 2010) h.193-196 
3
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo:2003) h.2 
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spesial berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang 
lebih baik dan berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga Reformation atau 
Rehabilitation.
4
  
Dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, negara telah 
melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membentuk aparat penegak hukum 
yang berfungsi mengayomi masyarakat dari perbuatan pidana.  
Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:  
“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memerbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”5 
 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, disebutkan 7 asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu:  
(a) Pengayoman; (b) Persamaan perlakuan dan pelayanan Pendidikan; 
(c) Pembimbingan; (d) Penghormatan harkat dan martabat manusia; (e) 
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; (f) 
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu.
6
 
 
                                                             
4
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra 
Wacana Media:2014) h.246-247 
5Tristanti, Yoyon Suryono, “Evaluasi Program Kecakapan Hidup Bagi Warga Binaan Di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.” Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan 
Masyarakat, vol. 1 no. 1 (Maret 2014), h. 114. 
https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/2361 (Diakses september 2017) 
6
Republik Indonesia. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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Berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pokok 
Pemasyarakatan Tugas Rutan adalah;  
“Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada warga binaan/ anak didik 
dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut rutan mempunyai fungsi: melakukan pembinaan,  
memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, 
melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan warga binaan, 
melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.” 
Rumah Tahanan Negara sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
melalui program pembinaan, agar para warga binaan menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi 
sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan. Di sisi 
lain perlu disampaikan bahwa selain wadah pelayanan dan perawatan tahanan, 
banyak Rumah Tahanan Negara yang digunakan sebagai wadah pembinaan warga 
binaan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan jumlah unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan.
7
 
Prevensi khusus merupakan tujuan dari pidana dalam teori relative (tujuan) 
dimana pemidanaan dianggap bukan hanya untuk pembalasan terhadap pelaku 
kejahatan namun ada hal yang ingin dicapai terkait dijatuhinya seseorang 
hukuman pidana yaitu bagaimana cara memperbaiki pola perilaku, mempengaruhi 
                                                             
7
Sirojjuddin Bachri Roji, Muhammad Turhan Yani, “Pelaksanaan Pembinaan Mental 
Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Bangil Pasuruan”, Jurnal Kajian Moral dan 
Kewarganegaraan, vol. 3 no. 4 (September 2016), h. 967. 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-
kewarganegaraa/article/view/15749/baca-artikel (Diakses September 2017) 
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tingkah laku seorang terpidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali, untuk 
mencapai tujuan itu maka dibuatlah program-program bagi narapidana agar 
narapidana memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan mendapatkan 
penghasilan dari hasil pembinaan dan pelatihan. 
Prevensi khusus dalam teori pemidanaan yang diterapkan oleh rutan yaitu 
perbaikan pola perilaku pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana 
kembali .  
Adapun ayat menjelaskan kaitan dengan Pelaksanaan Prevensi Khusus 
bagi narapidana, yang sebagaimana peneliti akan teliti, dalam Q.S. Ali 
Imran/3:104 yaitu: 
                        
         
Terjemahannya: 
104.  Dan hendaklah ada diantara kamu segolong umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
8
 
 
Sebagaimana ayat yang dijelaskan diatas maka kita sebagai masyarakat 
memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam saling memperingati dan mengajak 
dalam hal kebaikan, pelaksanaan prevensi khusus yang dilakukan sebagai salah 
satu langkah untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu teori relative atau 
kemanfaatan salah satunya adalah bagaimana dengan adanya langkah tindak 
pencegahan tersebut, narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana kembali 
dalam artian prevensi khusus diterapkan sebagai upaya pencegahan terhadap 
                                                             
8
Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 2013, h. 63.  
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narapidana untuk melakukan tindak residive dan memberikan bekal hidup untuk 
bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. 
Adapun dalam ayat dan surah lainnya yang berkaitan dengan prevensi 
khusus dalam pemasyarakatan untuk narapidana adalah: Q.S. Al-A‟raf/7:199, 
yaitu: 
                    
 
Terjemahannya: 
199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
9
 
 
 
Serta dalam surah lainnya yaitu Q.S.Ali Imran/3:134, yaitu: 
 
                                
        
Terjemahannya: 
134.(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.
10
  
 
Korelasi yang bisa penyusun jelaskan berkaitan dengan dua ayat diatas, 
sesungguhnya kita sebagai manusia diharapkan memiliki kemampuan dalam 
memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana tujuan dan fungsi pemasyarakatan 
agar dapat memasyarakatkan kembali warga binaan setelah menjalani 
                                                             
9 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 2013, h. 176 
10
 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 2013, h. 66 
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pemidanaannya, menjadi manusia yang lebih bermartabat, berguna bagi bangsa 
dan masyarakat tempat hidupnya. 
Prevensi khusus dimaksudkan agar orang yang melakukan kejahatan dapat 
memperbaiki pola perilakunya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
melakukan kembali perbuatan tindak pidananya. Tetapi banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi dapat atau tidaknya tujuan tersebut dicapai, bukan hanya dari 
aspek narapidananya namun juga sistem, kultur ataupun sarana dan prasarananya. 
Permasalahan inilah kemudian yang menjadi alasan penyusun kemudian 
mengambil judul “PELAKSANAAN PREVENSI KHUSUS TERHADAP 
NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II B KABUPATEN JENEPONTO.” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, adapun fokus penelitian yang dibahas berkenaan 
dengan Pelaksanaan Prevensi khusus terhadap narapidana oleh Rutan kelas II B 
Kabupaten Jeneponto. 
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Prevensi Khusus 
Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara 
prevensi Khusus (“special deterrence”) dan prevensi Umum (“general 
deterrence”). Prevensi spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi 
tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti 
pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan 
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berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga Reformation atau Rehabilitation 
Theory.
11
 
Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang 
melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk disini 
adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan 
kejahatan.
12
 
2. Narapidana 
Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembagian Narapidana berdasarkan 
Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 yaitu: 
Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
13
 
R.A. Koesnoen, menyatakan bahwa: 
“Menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” 
adalah bahasa sansekerta yang berarti “kaum”, maksudnya adalah orang-
orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa Belanda “Straf”.” 
 
 R. Achmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita mengutip tulisan 
Ac. Sanoesi HAS yang menerangkan tentang pengertian istilah narapidana 
sebagai berikut:  
                                                             
11
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris,  Merajut Hukum Di Indonesia, h..248 
12
Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: PT Raja 
Gradindo Persada:2016) h.233  
13
C. Djisman Samosir, Penologi Dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia:2016) 
h.201-202 
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“Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau 
hukuman dan dipopulerkan oleh Koesnoen. Istilah hukuman yuridis 
kurang tepat, sebab kata hukuman dapat dikenakan terhadap terhukum 
sipil, dapat juga terhukum kriminil, lebih baik diganti dengan “pidana” 
yang tegas menyatakan hukuman kriminil. Istilah KUH Pidana juga lazim 
dan lebih baik daripada KUH Hukuman. Maka juga istilah “orang 
hukuman” diganti dengan “narapidana”, kecuali yuridis juga psikologis 
lebih sesuai dan dikenakan terhadap yang berkepentingan. Juga lazim 
adanya istilah nara-karya (kaum pekerja) dan nara-pra (kaum pejabat 
pemerintah)”. 
 
Gunakarya, berpendapat bahwa narapidana adalah:  Orang yang telah 
terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi 
hukuman dan pidana.  
Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) Dijelaskan bahwa:  
 
“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”14 
 
3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
 Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan merupakan salah satu 
unit pelaksanaan teknis di bawah Direktoral Jendral Pemasyarakatan Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pembinaan tahanan dan narapidana.
15
 
 Dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa: 
                                                             
14
Ari Astuti, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta”, Jurnal Citizenship vol. 1 no. 1 (Juli 2011), h.32 
http://jogjapress.com/index.php/Citizenship/article/view/807 (Diakses September 2017) 
15Uni Andira, “Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)”.skripsi (Makassar:Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2017) 
h. 42 
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 “Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka 
atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada 
pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan 
merupakan tempat pelaksanaan tetap berlandaskan pada asas praduga tak 
bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali 
dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”.16 
 
Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah 
Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata 
lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. 
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pokok 
Pemasyarakatan Tugas Rutan adalah: 
“Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada warga binaan/ anak didik 
dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut rutan mempunyai fungsi: melakukan pembinaan, 
memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, 
melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan warga binaan, 
melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.” 
 
Rumah Tahanan Negara sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
melalui program pembinaan, agar para warga binaan menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi 
sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan. Di sisi 
lain perlu disampaikan bahwa selain wadah pelayanan dan perawatan tahanan, 
                                                             
16
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
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banyak Rumah Tahanan Negara yang digunakan sebagai wadah pembinaan warga 
binaan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan jumlah unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan.
17
 
Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi narapidana 
untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan 
keterampilan. 
18
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan maka masalah 
pokok penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto? Berdasarkan 
pokok masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan sub masalah yang hendak 
dikaji, yaitu : 
1. Bagaimana program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prevensi 
khusus terhadap narapidana di Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto? 
D. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang 
menjadi pedoman bagi penulis. Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan 
sebagai salah satu dari penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau 
                                                             
 
17
Sirojjuddin Bachri Roji dan Muhammad Turhan Yani. “Pelaksanaan Pembinaan Mental 
Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Bangil Pasuruan”, h.967 
18
C. Djisman Samosir, Penologi Dan Pemasyarakatan, h.227 
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masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis 
dalam membahas hasil penelitian di lapangan. 
Pada penyusunan skripsi ini, penyusun telah melakukan berbagai 
penelusuran, namun belum mendapatkan pembahasan permasalahan spesifik sama 
dengan pembahasan seperti penyusun angkat dalam penyusunan skripsi ini.  
Pada penyusunan skripsi saat ini, penyusun menggunakan literature-
literatur yang berkaitan dengan pembahasan Pembinaan bagi warga binaan 
sebagai langkah prevensi khusus oleh Rumah Tahanan Negara, adapun literature-
literatur yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain: 
1. Jurnal, Sirojjuddin Bachri Roji dan Muhammad Turhan Yani yang 
berjudul Pelaksanaan Pembinaan Mental Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan 
Negara Bangil Pasuruan.  
Dalam jurnal diatas dijelaskan berkaitan tentang tujuan dari pemidanan 
dalam konsep pembinaan terhadap warga binaan di Rutan,  jenis-jenis pembinaan 
yang dilakukan oleh Rutan, perubahan istilah penjara menjadi lembaga 
pemasyarakatan, serta hak-hak warga binaan dalam UU. No.12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan. 
Jurnal ini juga membahas berkaitan dengan alasan seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana dan harus dijatuhkan pidana diberikan pembinaan di 
dalam lembaga pemasyarakatan, bagaimana kemudian warga binaan bisa dibentuk 
dan diasah kemampuannya dalam berwirausaha, berkarya dan dibimbing menjadi 
manusia yang lebih baik ke depannya. 
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Jurnal ini membahas bagaimana Pembinaan yang diharapkan menjadi 
salah satu faktor pendukung untuk membentuk dan mengubah warga binaan 
menjadi manusia yang lebih memiliki kelebihan, keterampilan dan kemampuan 
bersosialisasi sehingga dapat berbaur kembali sebagai manusia yang berguna bagi 
bangsa, agama dan negara tidak diasingkan dan tidak mendapatkan perlakuan 
diskriminatif agar dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat.  
2. Buku, Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris dengan judul Merajut 
Hukum Di Indonesia Bab 13 Hukum Pidana dengan pokok pembahasan Teori 
Pemidanaan. 
Di dalam buku ini, dibahas berkaitan dengan teori pemidanaan, terdapat 
beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dengan Tujuan Pidana. 
Dijelaskan bahwa tujuan pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori, yaitu: 1. Teori 
Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen), 2. Teori 
Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/doeltheorieen) dan 3. Teori Gabungan 
(Verenegings Theorieen). 
Teori relatif atau teori tujuan dalam hal ini sejalan dengan judul yang 
penyusun bahas dalam skripsi ini, dimana bahwasanya seseorang dijatuhi suatu 
pidana karena kesalahannya bukan semata-mata karena alasan retributive 
(pembalasan) terhadap perbuatan yang telah dilakukan namun karena adanya 
tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan tersebut adalah memperbaiki perilaku 
tindak pidana, sebagai sarana dalam melakukan pembinaan atau langkah 
pencegahan (prevention) bagi narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana 
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kembali dan bagaimana pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi 
masyarakat sekitar terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana tersebut. 
Dijelaskan dalam buku ini bahwa dalam teori relatif, tujuan pidana adalah 
untuk pencegahan dan kemanfaatan, bahwa pencegahan kejahatan dibagi menjadi 
prevensi spesial (“special deterrence”) dan Prevensi general (“general 
deterrence”).  
Pengertian dari Prevensi spesial (“special deterrence”) adalah pidana 
dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak 
melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu 
berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sehingga 
disebut juga Reformation atau Rehabilitation Theory, hal ini dijelaskan pula 
dalam buku tersebut.  
3. Buku, C. Djisman Samosir dengan judul Penologi Dan 
Pemasyarakatan. 
Dalam buku ini terdapat penjelasan berkaitan dengan pengertian pidana 
yaitu kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa inggris disebut: punishment, 
atau sentence atau penalty dan dalam bahasa belanda straf. Pidana adalah salah 
satu jenis penyiksaan yang terukur dan disengaja kepada seseorang yang biasanya 
berkaitan dengan hak-hak orang tersebut yang dilakukan oleh institusi resmi, 
menggunakan paksaan jika dibutuhkan. 
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Pembahasan berkaitan dengan teori-teori tentang tujuan pidana juga 
dibahas dalam buku ini, seperti pembahasan dalam buku sebelumnya. Bahwa 
pendapat para pakar mengenai tujuan pidana dibagi dalam tiga bagian yaitu: 
a. Teori Pembalasan (vergeldingstheorieen atau vergeltung) atau teori 
absolut (absolute theorieen) atau retributive theory. 
b. Teori Tujuan atau doel theorieen atau teori relatif (relative theorieen) 
atau disebut teori kegunaan (utilitarian theory) atau reductivist theory 
atau disebut juga consequentialist theory. 
c. Teori Gabungan (verenigings theorieen). 
Di dalam buku ini, ada banyak permasalahan berkaitan dengan sistem 
pemidanaan dan penologi serta pemasyarakatan. Alasan-alasan untuk memidana 
penjahat juga menurut salah satu tokohyaitu John Kaplan, juga dijelaskan 
terperinci dalam buku ini,yaitu: 
a. Retribution (pembalasan) 
b. Detterence (Penangkalan) 
c. Incapacitation (pembatasan) 
d. Rehabiltation (rehabilitasi) 
Buku ini juga membahas berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan 
Sebagai wadah pembinaan narapidana, bagaimana kemudian pemasyarakatan 
diharapkan dapat menjadi jalan dalam pelaksanaan pembinaan dengan tujuan agar 
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para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi 
dalam membangun bangsa. 
Dijelaskan hak-hak warga binaan yang dihubungkan dengan keberadaan 
lembaga pemasyarakatan, bahwa warga binaan juga memiliki hak-hak yang harus 
dihargai berdasarkan UU.No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dijelaskan 
pula,bahwa masyarakat sangat berperan dan mempengaruhi dalam pembinaan 
narapidana, bahwasanya stigma positif yang terbangun di dalam masyarakat 
terhadap warga binaan ke depannya dapat menentukan keefektifan proses 
pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. 
4. Buku, M. Sholehuddin yang berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum 
Pidana 
Dijelaskan dalam buku ini alasan-alasan seseorang kemudian diberikan 
pidana, jenis-jenis pidana baik pokok ataupun tambahan, serta teori tujuan 
penghukuman dan pemidanaan yang diberikan. 
Buku ini juga menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan bagaimana dalam 
teori tujuan (relative) diharapkan dapat mampu menjadi solusi dalam pemenuhan 
kesejahteraan masyarakat dengan bukan hanya mengandalkan teori pembalasan 
dalam menghadapi narapidana namun bagaimana mengubah perilaku warga 
binaan didalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia yang lebih 
berkualitas, berintegritas serta berperan aktif membawa perubahan untuk 
masyarakat kedepannya. 
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Buku ini menjelaskan pula bagaimana upaya deterrence (penjeraan) bisa 
dapat terealisasikan seperti yang diharapkan beriringan dengan tujuan pidana 
dalam teori relatif, baik prevensi khusus maupun prevensi umum. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penlitian ini tidak akan keluar dari permasalahan yang 
diangkat oleh penyusun, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana program-program yang dilakukan dalam 
pelaksanaan prevensi khusus terhadap narapidana di Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto 
2. Untuk mendapatkan pemahaman berkaitan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prevensi khusus terhadap 
narapidana di Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kegunaan sebagai berikut : 
1. Secara akademisi, penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya 
dibidang Ilmu Hukum, karena penelitian ini menjelaskan tentang 
Prevensi khusus serta keterkaitannya dengan teori tujuan (relative) 
dalam pemidanaan, serta bagaimana pemasyarakatan dalam 
mewujudkan teori tersebut. 
2. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan juga bisa berguna dan 
memberikan sumbangsi bagi para penegak hukum, lembaga 
pemasyarakatan serta masyarakat dalam menyikapi narapidana ke 
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depannya, dalam hal pembinaan dan pembimbingan, dan untuk 
masyarakat bagaimana penelitian ini bisa membawa dampak positif 
dan mengubah stigma negatif serta paradigma yang kemudian hidup 
dalam masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Prevensi Khusus 
1.Pengertian Prevensi Khusus 
Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara 
prevensi Khusus (“special deterrence”) dan prevensi Umum (“general 
deterrence”). Prevensi spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi 
tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti 
pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan 
berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga Reformation atau Rehabilitation 
Theory.
1
 
Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang 
melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk disini 
adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan 
kejahatan.
2
secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana 
danpelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 
(special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa 
mendatang
3
 
 
 
 
                                                             
1
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2. Prevensi Khusus Dalam Teori Pemidanaan 
Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah: 
“Integrative yang merupakan gabungan “filsafat retributive, deterrent dan 
rehabilitasi” yaitu: a.pencegahan umum dan khusus, b.perlindungan 
masyarakat, c.memelihara solidaritas masyarakat, d. 
pengimbalan/pengimbangan sehingga manakah yang merupakan titik 
berat, sifatnya kasuistis.” 
 
Berangkat dari ketiga teori tujuan pemidanaan itu, akhirnya Muladi 
memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang integrative (kemanusiaan dalam 
sistem pancasila). Teori tujuan pemidanaan integrative tersebut berangkat dari 
asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, 
keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan 
kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk 
memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4
 
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan 
tujuan pidana, sebagai berikut: 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/vergeldings Theorieen) 
Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 
kejahatan atau tindak pidana (quaia peccatum est). pidana merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 
kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya 
kejahatan itu sendiri. 
                                                             
4
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Dalam kitab Hukum Barat, tanggung jawab individu didasarkan pada niat 
dan motif daripada si pelaku dalam konteks kemampuannya untuk berbuat baik 
dan menghindari perbuatan jahat atau mencelakakan orang lain.
5
 
Menurut Johannes Andenaes, Tujuan utama (primair) dari pidana menurut 
teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claim of 
justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. 
Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy of law”, pidana merupakan 
suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai “Kategorische Imperatief” yakni 
seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana 
bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan 
mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid). 
Hegel berpendapat, bahwa: Pidana merupakan keharusan logis sebagai 
konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran 
terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita 
susila,maka pidana merupakan “negation der negation” (peniadaan atau 
pengingkaran terhadap pengingkaran).
6
 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/doeltheorieen) 
Teori tujuan atau doel theorieen atau teori related (relatieve theorieen) 
atau teori kegunaan (utilitarian theory) atau menurut Nigel Walker, reductivist 
theory atau consequentialist theory. Teori tujuan ini mencul sebagai reaksi 
terhadap teori absolute. Apabila dalam teori absolute penekanannya pada tindak 
                                                             
5
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pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan ini penekanannya adalah 
memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan 
ketertiban di dalam masyarakat. Johannes Andenaes menyebut teori tujuan ini 
sebgai teori perlindungan masyarakat (the theory of social offence). Menurut para 
penganut teori relative ini, pidana di jatuhkan pada si pelaku tindak pidana bukan 
sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak 
pidana tersebut. dengan demikian, para penganut teori relative ini mengakui 
adanya suatu individualisasi hukum pidana.  
Pidana dijatuhkan pada seseorang, bukan karena yang bersangkutan 
melakukan tindak pidana, tetapi supaya dia jangan melakukan tindak pidana. 
Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu 
kejahatan.
7
 
Jadi penegakan hukum juga meliputi bentuk tindakan preventive, 
pencegahaN, disamping tindakan repressive. Pada penegakan hukum dan 
perlindungan pada konflik sosial, apalagi yang bernuansa SARA, penulis 
berpendapat bahwa penegakan hukumyang bersipat preventif dan repressif bahkan 
yang bersifat kuratif perlu dan penting dilaksanakan berbarengan menurut 
kelayakannya.
8
Tujuan hukum adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. 
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Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam 
pergaulan hidup.
9
 
Mengenai tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisit.hal ini terlihat 
sangat jelas dalam rumusan pasal 51 ayat (1) huruf a dan b. pemidanaan bertujuan 
„mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
pengayoman masyarakat. Rumusan tujuan ini menekankan pentingnya prevensi 
umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana. Sedangkan 
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan resosialisasi terhadap 
narapidana. Dalam banyak segi resosialisasi dapat dipandang sebagai upaya atau 
manifestasi untuk mengadakan prevensi khusus.
10
 
Seperti diketahui, salah satu tujuan pidana menurut penganut teori relative 
adalah mencegah kejahatan (deterrence), yang dapat dibedakan ke dalam prevensi 
khusus dan prevensi umum. 
Apa yang membedakan kedua hal tersebut dapat dilihat dalam tulisan 
Michael Cavadino dan James Dignan berikut:
11
 
“Penjeraan secara individu muncul saat seseorang yang melakukan 
kejahatan dihukum dan merasa bahwa hukuman kejahatan itutidak 
terulang lagi mengingat hukumannya dapat sama atau lebih buruk lagi.” 
 
Sedangkan pengertian general deterrence adalah sebagai berikut:
12
 
 “Jadi, pengenaan penjeraan individu terlihat tidak berarti dalam 
membenarkan praktik pemidanaan. Meskipun demikian, ada satu jenis 
                                                             
9
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penjeraan lagi yang lebih menjanjikan penjeraan umum. Tujuannya bukan 
untuk menjerakan pelaku kejahatan saja, tetapi juga orang lain. Teori 
penjeraan umum sering dikutip untuk pembenaran pidana, seringkali 
dalam kasus yang spesifik.” 
 Bentham
13
 membedakan, seperti halnya penganut Teori penjeraan 
kontemporer, penjeraan individual dan umum, yaitu untuk mencegah individu 
mengulangi kejahatannyalagi dan mencegah orang lain berpotensi melakukan 
kejahatan. Lebih lanjut dinyatakan tiga strategi mencegah individu mengulangi 
kejahatannya: 
1. Menghilangkan kemampuan kemampuan fisiknya dalam melakukan 
kejahatan; 
2. Dengan menghilangkan keinginannya untuk melakukan kejahatan; 
3. Dengan membuatnya takut melakukan kejahatan; 
Barbara A.Hudson memberikan komentar mengenai pendapat Jeremy 
Betham tersebut dengan mengatakan: 
 “Dua cara penjeraan individual yang pertama, sekarang lebih dikenal 
sebagai pencegahan atau pembatasan dan perbaikan atau rehabilitasi.”14 
Teori tujuan itu dimaksudkan sebagai pembinaan narapidana dan anak 
didik, berarti individualisasi hukum pidana. Hukum pidana itu berorientasi pada 
narapidana atau anak didik. Diorentasikannya hukum pidana pada narapidana dan 
anak didik sejalan dengan pemikiran Modderman
15
 yang menyatakan hukum 
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pidana bersifat ultimum remedium artinya sebagai upaya terakhir dan kita perlu 
mengingat pada keberadaan hukum pidana yang dikiaskan sebagai pedang 
bermata dua (sangat berbahaya). Penerapan hukum pidana yang tidak hati-hati 
tanpa dasar hukum yang kuatdan tidak didasarkan pada keadilan bisa 
membahayakan para terdakwa, dalam pengertian bisa saja terdakwa dijatuhi 
pidana tapi sesungguhnya tidak bersalah. 
Apakah teori tujuan dianut hukum pidana kita? Sesuai dengan adanya 
pidana penjara dan pidana kurungan, dan pelaksanaan pidana penjara Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka teori tujuan dianut di negara kita.
16
 
3. Teori Gabungan  
Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan 
bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, 
namun pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain: Binding, Merkel, 
Kohler, Richard Schmid dan Beling. Pidana mengandung pelbagai kombinasi 
tujuan termasuk didalamnya mengenai pembalasan, prevensi general serta 
perbaikan.
17
 
B. Tinjauan Umum Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembagian Narapidana berdasarkan 
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Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 yaitu: 
Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
18
 
R.A. Koesnoen, menyatakan bahwa Menurut bahasa, narapidana berasal 
dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti 
“kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa 
Belanda “Straf”.”  
 
Gunakarya, berpendapat bahwa narapidana adalah Orang yang telah 
terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi 
hukuman dan pidana.  
 
Selanjutnya dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan 
bahwa:  
“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”19 
 
Narapidana adalah manusia biasa yang kebetulan salah arah dalam perjalanan 
hidupnya, mereka memiliki Hak Asasi Manusia dan hak-hak mereka dilindungi oleh 
Hukum. Meskipun mereka telah tersesat, tidak layak ditunjukkan pada narapidana 
bahwa mereka itu penjahat, sebaliknya, mereka harus selalu merasa bahwa mereka 
dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.20 
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Kemudian pengertian dari anak didik pemasyarakatan adalah: 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan kepada negara untuk didik dan ditempatkan di lembaga 
pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dilembaga 
pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun.
21
 
Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut klien adalah seseorang 
yang berada dalam bimbingan BAPAS
22
 
2. Kewajiban Narapidana 
Di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana terikat oleh suatu 
kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
                                                                                                                                                                       
Bonorowo, vol.2 no.1 (2014), h.4. http://www.jurnal-
unita.org/index.php/bonorowo/article/view/34(Diakses September 2017)  
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Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 
Tahanan Negara, antara lain :  
Pasal 3  
Setiap Narapidana atau tahanan wajib :  
1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya 
serta memelihara kerukunan Beragama;  
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;  
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;  
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;  
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;  
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan  
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.  
Pasal 4  
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:  
1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain 
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;  
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;  
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;  
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau 
Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;  
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan 
tugas;  
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6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga 
lainnya;  
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;  
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
minuman yang mengandung alkohol;  
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya;  
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop 
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;  
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;  
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;  
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan 
ledakan dan/atau kebakaran;  
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap 
sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung;  
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan 
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;  
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-
laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;  
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 
Pemasyarakatan;  
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18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, 
PetugasPemasyarakatan,pengunjung, atau tamu  
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;  
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;  
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan  
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan 
ketertiban Lapas atau Rutan.
23
 
3. Hak-Hak Narapidana 
Adapun hak-hak Narapidana menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 
1995 Pasal 14 tegas menyatakan Narapidana berhak: 
a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan  
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
e. Menyampaikan keluhan 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang  
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan  
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 
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k. Mendapatkan pembebasan bersyarat  
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan  
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 
berlaku
24
 
C.  Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara (Rutan) 
1. Pengertian Rutan 
Arti kata Rumah Tahanan Menurut KBBI adalah tempat orang yang 
ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan;
25
 
Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rumah Tahanan Negara sangat 
penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: 
M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana menegaskan 
bahwa: “Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka 
atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
disidang pengadilan”. Rumah Tahanan Negara di bentuk oleh Menteri di tiap 
Kabupaten dan kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana azas 
pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan 
melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemasyarakatan adalah kegiatan 
untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara 
                                                             
24
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pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.
26
keadilan 
penyembuhan ini mencoba mengembangkan kerja sama sebagai tanggung jawab 
bersama bagi pembentukan kembali, reaksi yang membangun dari masyarakat 
terhadap penjahat yang kembali ke tengah mereka. Tindakan pemulihan mencoba 
melakukan pendekatan seimbang yang dibutuhkan oleh korban, penjahat dan 
masyarakat melalui proses pemeliharaan keselamatan/keamanan dan bermartabat 
bagi semuanya.
27
 
Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi narapidana 
untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan 
keterampilan. 
28
 
2. Tugas Rutan Sebagai Lembaga Pemasyarakatan 
Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan 
bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,kelembagaan, dan cara 
pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem berbagai 
program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis 
kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. 
program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik,agar mencapai sasaran 
yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari. 
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Berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pokok 
Pemasyarakatan Tugas Rutan adalah: 
Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada warga binaan/ anak didik 
dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut rutan mempunyai fungsi: melakukan pembinaan,  memberikan 
bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan 
bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan warga binaan, melakukan 
pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan. 
Rumah Tahanan Negara sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
melalui program pembinaan, agar para warga binaan menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi 
sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan. Di sisi 
lain perlu disampaikan bahwa selain wadah pelayanan dan perawatan tahanan, 
banyak Rumah Tahanan Negara yang digunakan sebagai wadah pembinaan warga 
binaan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan jumlah unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan.
29
 
Di dalam Rumah Tahanan Negara ada berbagai upaya penyadaran akan 
tindak kejahatan. Upaya-upayanya dapat berupa pembinaan, baik berupa 
pembinaan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal bekerja setelah 
                                                             
 29Sirojjuddin Bachri Roji dan Muhammad Turhan Yani,“Pelaksanaan Pembinaan Mental 
Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Bangil Pasuruan”,h. 967 
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keluar dari Rumah Tahanan Negara maupun pembinaan keagamaan sebagai 
bentuk penyadaran dan pembinaan mental warga binaan.
30
 
3. Prinsip Pokok Dalam Sistem Pemasyarakatan 
Sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas, 
sebenarnya menurut hemat penulis disarikan atau disederhanakan dari prinsip-
prinsip pokok tentang perilaku terhadap narapidana dan anak didik yang 
ditetapkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang 
tanggal 27 April 1964. Adapun prinsip-prinsip pokok yang dimaksud adalah: 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan 
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti 
bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik 
berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. 
satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya 
hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat 
bebas. 
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan 
kepada mereka pengertian mengenai norma-normahidup dan kehidupan,dan 
sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa 
hidup kemasyarakatan. 
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4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat  
daripada sebelum dijatuhi pidana,misalnya dengan mencampurbaurkan 
narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang 
ringan, dan sebagainya. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik 
harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Anatara 
lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan 
hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat 
bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat 
dan keluarga. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh 
bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu 
tertentu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang 
terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya 
menunjang usaha meningkatkan produksi pangan. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
harus berdasarkan pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka 
harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, 
di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah 
agarmemperoleh kekuatan spiritual. 
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8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, 
dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan 
perasaannya sebagai manusia harus dihormati. 
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu-satunya derita yang dialaminya. 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehabilitative, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.
31
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Pnelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara 
sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara 
teori dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang memiliki 
korelasi dan keterkaitan dengan permasalahan dan pembahasan yang diangkat, 
penyusun melakukan penelitian dengan memilih penelitian di Rumah Tahanan 
Negara Kelas II B Kabupaten Jeneponto. 
Penulis memilih lokasi Kabupaten Jeneponto dikarenakan tingkat 
kejahatan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dapat dikatakan cukup tinggi dan 
semakin bertambah setiap tahunnya dan narapidana yang telah menjalani masa 
pidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto cenderung berulang-ulang 
melakukan kejahatan (residive).  
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini bersifat deksriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan 
Yuridis Sosiologis (social legal approach). Penelitian ini berusaha untuk dapat 
menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan 
tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan statistik. Deskriptif bukan dalam 
arti sempit artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada 
dilakukan sesuai dengan metode alamiah. Pendekatan yuridis sosiologis 
dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan 
aspek nonhukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian 
hukum sosiologis yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode interview. Hasil penelitian 
setelah diidentifikasi, dikontruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan 
metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan yang diteliti. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pakar, narasumber dan pihak –pihak yang terkait dengan penulisan 
skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 
Penjaga Rutan, Pembina/pelatih dan Narapidana itu sendiri yang ditunjuk 
untuk menjadi responden 
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b. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, dalam hal ini adalah Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto 
mengenai literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas.  
A. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode 
pengumpulan data, yakni: 
1. Wawancara 
Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 
yaitu: (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan terhadap orang 
yang telah diseleksi; (3) pengembangan suasana lancer dalam wawancara, serta 
usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang 
diwawancarai.
1
 
Seleksi individu yang akan diwawancarai, memang persoalan yang sulit, 
karena bagi peneliti atau pewawancara yang baru pertama kali berada di dalam 
lingkungan suatu masyarakat tertentu, belum mengenal individu informan yang 
mana yang akan diwawancarai. Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut, 
peneliti atau pewawancara dapat memulai dengan key informant.
2
 
Adapun yang hendak penulis atau pewawancara antara lain adalah Kepala 
Sub bagian pengelolaan, Kepala Sub bagian pelayanan tahanan, Staf pelayanan 
                                                             
1
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja 
GrafindoPersada:2004) h.83  
2
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.82 
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tahanan dan narapidana itu sendiri. alasan penulis memilih narasumber (responden 
dan informan) tersebut karena selain mereka adalah pejabat yang berwenang 
dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, mereka juga memiliki 
pengetahuan, kompetensi dan kapasitas yang diperlukan dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang menjadi permasalahan yang diangkat dan diteliti oleh penulis. 
 Metode yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan diwawancarai 
oleh penulis adalah dengan menggunakan metode purposive sampling atau 
menunjuk secara langsung narasumber yang akan diwawancarai 
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
3
 
Dari pemahaman diatas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode 
observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
4
 
 
 
                                                             
3
 Burhan Mungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta:Kencana:2007) h.115 
4
 Burhan Mungin, Penelitian Kualitatif , h.115 
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E.. Instrumen Penelitian 
Adapun instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah: 
1. Peneliti sebagai instrument (human instrument) 
Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah human instrument, yang berarti 
dalam penelitian kualitatif si peneliti sendiri yang bertindak selaku instrument 
penelitian. Tentunya dalam posisi ini keterampilan mengambil data yang sangat 
diperlukan oleh peneliti. Dengan begitu, berhasil atau tidaknya penelitian ini lebih 
tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data. 
2. Buku catatan, alat perekam, camera, dan lain lain.
5
 
Instrumen yang penulis gunakan yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, 
alat perekam, dan alat tulis yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. 
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis  
1. Teknik pengolahan data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dan penelitian ini adalah: 
a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.hal ini dilakukan dengan 
tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
                                                             
5
 Naila Hayati, “Pemilihan Metode Yang Tepat Dalam Penelitian (Metode Kuantitatif 
Dan Metode Kualitatif)”, Jurnal Tarbiyah al-Awlad vol. 4 no 1 ([t.th]), h. 345-357 
http://journal.tarbiyahiainib.ac.id/index.php/awlad/article/view/196 (Diakses September 2017)  
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b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkalan 
pada permasalahan dengan cara memeberi kode-kode tertentu pada tiap data 
tersebut. 
2.Analisis Data 
Analisis data dalam sebeuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 
merupakan kegiatan yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 
sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 
pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat 
dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat 
menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh 
data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.
6
   
Analisa secara kualitatif maupun statistik memiliki kekuatan dan 
kelemahan masing-masing. Para ahli umumnya sependapat ke duanya mampu 
menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. 
Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa 
dengan logika,dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu. 
Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: 
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Hamdi, Metodologi Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 
Laporan Penelitian (Cet. III; Malang: Unismuh Malang, 2005), h.15 
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a. Pengumpulan data 
Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat 
penelitian, dan bahkan diakhir peneletian. Idealnya, proses pengumpulan data 
sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. 
b. Reduksi data 
Reduksi data yang dimaksud disini ialah proses pemilihan, pemusatan, 
perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data 
“kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.7   
c. Display data 
 Data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan tambahan secara 
menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan display data, yakni menyajikan data 
dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. Dengan demikian, penulis 
dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. 
d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi 
  Adapun data yang didapat itu dijadikan acuan untuk mengambil dengan 
singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 
G.Pengujian Keabsahan Data  
Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan 
reliable. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya 
validasi data. Objetivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat 
reabilitas dan validitas data yang diperoleh. Dengan mengacu pada Moleong, 
                                                             
7
Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Cet VI, Bandung: 
Alfabeta, 2008), h.247  
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untuk pembuktian validiras data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan 
interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan 
sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian 
(perspektif emik). 
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang 
diperoleh di lapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. 
Dalam penelitian ini, pengujian kebasahan data dengan cara teknik triangulasi.    
Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu dan jenis 
data (misalnya, lembar observasi dan transkrip wawancara) dalam deskripsi dan 
tema-tema dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. 
Lebih lanjut diungkap Denzin, triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) 
menggunakan sumber dari satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari 
satu/ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda; dan (d)  
menggunakan teori yang berbeda-bedamuncul pertanyaan, kapan satudata dapat 
memenuhi kriteria valid dan reliable? Secara sederhana untuk mengengarainya, 
dalam penelitian kualitatif dikenal istilah data jenuh. Data jenuh artinya kapan dan 
dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun 
pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek), hasil jawaban tetap konsisten 
sama. pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk mengehentikan proses 
pengumpulan datanya. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus terhadap 
narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto 
Prevensi khusus atau cara untuk memperbaiki dan mengubah pola perilaku 
narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulang kembali tindakan yang 
sama oleh Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto dilaksanakan berdasarkan 
konsep pemasyarakatan, di dalam teori pencegahan khusus diterapkan konsep 
pemasyarakatan, pencegahan agarorang yang telah berniat buruk untuk 
tidakmewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dicapai 
dengan jalan menjatuhkanpidana yang sifatnya ada 3 macam, yaitu: 
1. Menakut-nakutinya 
2. Memperbaikinya, dan 
3. Membikinnya menjadi tidak berdaya1 
Berdasarkan teori tersebut bahwa pada dasarnya poin pertama yaitu 
membuat narapidana takut berbuat kejahatan menyebabkan konsep penjeraan 
dengan memberikan penderitaan terhadap narapidana sebagai pelajaran agar tidak 
mengulang kejahatannya kembali karena takut akan mendapatkan penyiksaan atau 
hukuman yang sama atau bahkan lebih berat, hal ini menyebabkan penegak 
hukum terkadang out of control keluar dari batas dengan melakukan penyiksaan 
dan memberikan efek jera melalui rasa sakit dan hal ini diharapkan membekas 
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Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.(Jakarta:PT RajaGrafindo 
Persada:2002) h. 161 
 
 
47 
 
terhadap narapidana sehingga tidak lagi mengulang tindak kejahatannya. Hal ini 
sangat bertolak belakang dengan konsep pemasyarakatan yang dijalankan oleh 
Rutan dimana narapidana dalam konsep pemasyarakatan sangat dihormati haknya 
sebagai manusia. 
Konsep pembalasan (retributive) dianggap tidak relevan lagi diterapkan 
dalam sistem pemasyarakatan saat ini yang sangat menghargai hak-hak 
narapidana. Konsep dengan membuat takut narapidana dalam berbuat kejahatan 
dengan memberikan penyiksaan dan penderitaan yang berlebihan dianggap tidak 
dapat digunakan dalam sistem pemasyarakatan, terlepas dari dapatnya konsep ini 
menjadi salah satu cara dalam mencapai prevensi khusus. 
Dalam poin kedua yaitu menghilangkan keinginan narapidana untuk 
melakukan kejahatan, hal ini bisa dijelaskan bahwasanya menghilangkan 
keinginan narapidana dalam berbuat kejahatan yaitu dengan cara memperbaiki diri 
narapidana itu sendiri, konsep yang dimaksudkan yaitu proses pembinaan, 
pembimbingan serta program-program lainnya yang dapat memberikan 
perkembangan, pertumbuhan, perubahan yang memungkinkan meningkat atau 
berkembangnya narapidana dalam hal kebaikan agar mereka berubah menjadi 
orang yang lebih baik berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan 
pembangunan manusia yang seutuhnya. 
 “Pemidanaan dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan adalah proses pembinaan, jadi pembinaan dalam proses 
pelaksanaan pidana ini sebagai langkah pencegahan, dimana pembinaan 
dan   keterampilan - keterampilan yang mereka dapatkan bisa mereka 
manfaatkan apabila mereka diluar maksudnya telah menyelesaikan masa 
 
 
48 
 
pemidanaannya dan tidak akan mengulangi lagi tindak kejahatan yang 
tidak kita inginkan.”2 
Bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
“Entah apa yang mereka lakukan setelah keluar, tetapi selama disini kita 
bina mereka ke jalan yang lebih baik, agar kedepannya bisa lebih maju 
lagi, baik pengetahuan dan keterampilan, serta membuat narapidana 
semakin religius, sehingga ketika mereka keluar mereka menjadi manusia 
yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya 
kembali.”3 
Adapun program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus di 
Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 
1. Pembinaan 
“Untuk pembinaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, baik 
dalam pembinaan kerohanian dan jasmani, semua ada, dan kami 
laksanakan.”4 
 
                                                             
2
Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan RutanJeneponto Bapak Muh.Anies pada 
tanggal 16 oktober 2017 
` 
3
Wawancara dengan staf pelayanan tahanan ibu Kartini Sofyan 18 Oktober 2017 
4
Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan RutanJeneponto Bapak Muh.Anies pada 
tanggal 18 oktober 2017 
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Pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB kabupaten 
Jeneponto, adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan 
kepribadian terdiri atas pembinaan kerohanian dan jasmani. 
a. Pembinaan kerohanian 
 “Kemajuan teknologi dan informasi jika seseorang tidak dibekali dengan 
iman dan takwa berbahaya, jadi harus balance.”5 
 
Sebagaimana mengutip pernyataan dari Bapak Kepala Pengelolaan Rutan 
bapak Supriyadi, yang mengatakan pentingnya seseorang memiliki keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah SWT, karena pada dasarnya pengetahuan terhadap 
agama dan ketakutan dalam melakukan dosa maupun kejahatan dapat menjadi 
filter perbuatan baik dan buruk, benar dan salah, etis dan tidak etis.  
Penulis beranggapan Pembinaan kerohanian tersebut sejalan dengan tujuan 
dari pemasyarakatan yaitu bagaimana membuat narapidana dapat menyadari 
kesalahan, memeperbaiki diri dan tidak kembali mengulang perbuatan yang sama. 
Pembinaan kerohanian sangat penting dilaksanakan, karena pada dasarnya 
kedekatan diri kepada Tuhan dapat menghindarkan dan mencegah kita terjerumus 
dalam perbuatan kejahatan, bagi narapidana yang telah terlanjur melakukan 
kejahatan, pembinaan kerohanian dibutuhkan agar mereka dapat menyadari 
kesalahan yang telah mereka perbuat, memperbaiki diri sehingga dikemudian hari, 
setelah menyelesaikan proses pemidanaannya mereka tidak lagi mengulangi 
perbuatan yang sama. 
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Dalam pembinaan kerohanian yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto, Rutan Jeneponto melakukan kerja sama dengan pihak 
ketiga yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang keagamaan. 
“Dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian, kita bekerjasama 
dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah Kemenag dan Markaz Dakwah 
Turatea.”6 
 
Penulis meganggap dengan adanya kerjasama tersebut tujuan yang hendak 
dicapai seperti meningkatkan pengetahuan agama dan membangun rasa keimanan 
dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa, sehingga dikemudian hari mereka 
yang telah menjalani pembinaan keagamaan akan enggan dan tidak ingin lagi 
berbuat kejahatan dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan pembinaan kerohanian 
tersebut diberikan langsung oleh orang-orang atau Pembina-pembina yang 
memiliki kapasitas dalam melakukan pembinaan kerohanian sehingga untuk hasil 
dari pembinaan tersebut diharapkan bisa lebih maksimal. 
Adapun sedikit mengutip pernyataan dari salah satu narapidana 
penyalahgunaan narkoba, saudara Muh. Razak, memberikan tanggapannya, 
sebagai berikut: 
“Banyak sekali yang saya dapatkan disini, yang pertama adalah 
kedisiplinan, yang kedua adalah beribadah, tata karma, semua disini kami 
laksanakan maksimal, banyak sekali hikmah yang bisa saya petik disini.”7 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana penulis 
menganggap bahwa pembinaan kerohanian telah membangun kesadaran 
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7
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narapidana dalam melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada sang pencipta 
membawa dampak positif terhadap narapidana yang saat ini menjalankan masa 
pidananya. Kenyataannya pendekatan diri serta pengetahuan agama dapat menjadi 
tameng narapidana terhadap pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan. 
Adapun Pembinaan kerohanian yang diterapkan di Rutan Kelas IIB 
Jeneponto yaitu Kultum keagamaan, ceramah agama dan memberikan 
pembelajaran Buta huruf Hijaiyyah / Al-Quran. 
1) Kultum keagamaan  
Kultum berdasarkan jadwal harian/rutin narapidana RutanKelas II B 
kabupaten Jeneponto dilakukan setiap hari, pada pukul 12.25 WITA setelah 
pelaksanaan sholat dhuhur dan pada pukul 14.25 WITA setelah pelaksanaan 
sholat azhar dilakukan oleh staf pelayanan tahanan yang bertugas melakukan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Menurut penulis Kultum diharapkan menjadi stimulun atau pengingat bagi 
narapidana agar selalu berada di jalan yang benar, mereka selalu diingatkan 
dengan ajaran-ajaran agama berkaitan dengan hal-hal yang pantas dilakukan dan 
hal-hal yang harus ditinggalkan dan dihindari, mereka diajarkan menjadi penganut 
agama yang taat, rajin beribadah dan menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan 
yang dapat menjerumuskan mereka untuk kembali mengulang perbuatan yang 
sama, narapidana diingatkan dengan dosa-dosa serta kehidupan setelah dunia 
yaitu akhirat sehingga hal ini dianggap sebagai prevensi khusus terhadap 
narapidana, ketika mulaimembenahi diri menjadi manusia yang lebih baik mereka 
enggan kembali melakukan dan mengulang perbuatan kejahatannya kembali.  
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2) Ceramah Agama 
Ceramah agama berdasarkan kontrak tertulis antara pihak Rutan dan pihak 
Markaz Dakwah Turatea dijalankan seminggu sekali atau menyesuaikan situasi 
dan kondisi sesuai keperluan.Selain Markaz Dakwah Turatea Kemenag juga 
bekerjasama dengan Rutan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan agama. 
Penulis menganggap program pembinaan kerohanian Ceramah agama 
menjadi harapan besar agar dapat menyadarkan narapidana terhadap perbuatan 
dan kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga mereka memiliki keinginan 
untuk berbenah menjadi manusia yang lebih baik, lebih religius, lebih berguna 
bagi agama, bangsa dan negara. 
Mereka diberikan pencerahan dengan materi ceramah yang bermanfaat 
bagi kehidupan para narapidana, menjadikan suri tauladan terbaik Rasulullah 
SAW di setiap kesempatan dalam ceramah, agar para narapidana memiliki 
panutan yang benar-benar bisa mereka tauladani dan contohi dalam kehidupan 
mereka, baik saat melaksanakan pemidanaan maupun setelah menyelesaikan masa 
pidana mereka, ceramah juga bisa berkaitan dengan dosa-dosa, taubat dan 
masalah sosial yang akan mereka hadapi kedepannya. 
Penulis juga berpendapat jika program ceramah agama ini menjadi sarana 
prevensi khusus, sebagai pembelajaran dan pembenahan terhadap narapidana 
untuk taubat, menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan agama dan 
tidak berkeinginan kembali mengulang perbuatan pidanya kembali. 
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3) Memberikan pembelajaran Buta Huruf Hijaiyyah / Al-Quran 
Kelompok pengajian rutin tiap pagi dilaksanakan di dalam Rutan Kelas II 
B kabupaten Jeneponto.Pengajian tersebut salah satu pembinaan kerohanian bagi 
narapidana. Penjara tidak hanya tempat untuk menghukum para pelaku tindak 
pidana namun juga suatu tempat untuk mendatangkan hidayah. 
Bagi narapidana yang buta huruf hijaiyyah mereka mendapatkan 
pembelajaran agar dapat membaca Al-Quran, mereka diperkenalkan dengan 
huruf-huruf hijaiyyah, sehingga kedepannya mereka bisa fasih dan mampu 
membaca kitab suci Al-Quran, kitab yang dijadikan pedoman, penuntun oleh umat 
muslim. 
“Tujuan dari pembelajaran Buta huruf hijaiyyah ini adalah bagaimana agar 
mengubah narapidana, yang entah dari buta huruf menjadi bisa dan pintar 
dalam membaca Al-Quran.”8 
 
Menurut penulis program pembinaan kerohanian, pengajaran buta huruf 
hijaiyah merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan pelaksanaan prevensi 
khusus hal ini dikarena kan dalam Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk dan 
tuntunan bagi umat muslim sehingga mempelajarinya mendapatkan pahala, 
namun bukan hanya pahala banyak kandungan dan makna di dalam Al-Quran 
yang memberikan pembelajaran terhadap narapidana untuk perbuatan-perbuatan 
yang dianjurkan dilakukan dan perbuatan yang dilarang dilakukan, semuanya 
telah ditetapkan di dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran juga sebagai filter 
terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan tercela termasuk perbuatan pidana atau 
melanggar hak orang lain. 
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Al-Quran menuntun umat muslim ke jalan yang benar, melakukan 
perbuatan-perbuatan baik serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Hal 
inilah yang menjadi alasan mengapa diadakannya pembelajaran BTQ dan 
pembelajaran buta huruf hijaiiyah bagi narapidana. 
b. Pembinaan Jasmani 
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran 
narapidana,  serta wadah dalam mengembangkan minat serta bakat narapidana 
dalam bidang olahraga. selain itu pembinaan ini adalah hak narapidana yang 
merupakan amanah yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:  
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan berhak mendapat 
perawatan jasmani berupa:  
a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;  
b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan  
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 
9
 
 
“Pembinaan jasmani yang dilakukan oleh Rutan Jeneponto saat ini adalah 
senam pagi, yang dilakukan pada hari sabtu pagi, instrukturnya pun 
melibatkan pihak ketiga, yaitu instruktur dari dinas kesehatan.”10 
 
Pembinaan jasmani yang dilakukan oleh Rutan saat ini adalah senam yang 
dilakukan setiap sabtu pagi sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ibu 
Kartini Sofyan, adapun kegiatan pembinaan jasmani yang lainnya adalah kegiatan 
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olahraga seperti tenis meja, sepak takraw dan bulu tangkis yang dilakukan 
bergantian setiap hari pada pukul 15.45 WITA setelah sholat azhar dan kultum. 
Penulis menganggap bahwa kegiatan pembinaan jasmani ini selain untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, namun juga sebagai tempat dan 
sarana menjalin komunikasi dan sosialisasi antara petugas Rutan dan narapidana 
itu sendiri. Selain itu, kegiatan ini sebagai hiburan terhadap narapidana agar tidak 
bosan dan jenuh dengan aktivitas monoton pemidanaan. 
c. Pembinaan berbangsa dan bernegara  
Pembinaan berbangsa dan bernegara diperlukan untuk memberikan 
pemahaman dan pengetahuan terhadap narapidana berkaitan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar 
dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbhakti bagi bangsa dan 
negaranya yang merupakan sebagian dari iman. 
d. Pembinaan Kemampuan Intelektual 
Dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan intelektual Rutan 
Jeneponto, Rutan Jeneponto memberikan fasilitas perpustakaan sebagai sarana 
untuk meningkatkan kemampuan inteletual narapidana yang berada di Rutan. 
Pada dasarnya pembinaan ini dilaksanakan bertujuan untuk membuka 
wawasan narapidana agar luas, pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana 
semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang 
diperlukan selama masa pembinaan. 
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“Buta huruf di Rutan kabupaten Jeneponto ini masih banyak, tapi untuk 
sementara, untuk dari segi kerjasama dari dinas pendidikan itu belum ada 
untuk segi pendidikan, dan kami belum laksanakan.”11 
 
Di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto sebenarnya ada paket 
pemberantasan buta aksara bagi narapidana yang tidak dapat baca tulis, namun untuk 
saat ini tidak ada lagi kerjasama antara Rutan dan dinas pendidikan untuk 
pemberantasan buta aksara tersebut. 
“Banyak narapidana yang tidak memiliki pendidikan, makanya dulu ada 
program untuk pemberantasan buta aksara oleh dinas pendidikan, sekarang 
tidak ada lagi.”12 
 
Menurut penulis, seharusnya pembinaan intelektual yang kemudian 
dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga yaitu dinas pendidikan tidak hanya 
berbentuk up down, tapi juga down up. Maksudnya adalah Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto juga harus memperhatikan kebutuhan, keterampilan, minat 
serta bakat narapidana, sehingga Rutan tidak hanya menunggu ditawari kerja sama 
namun juga menawarkan kerja sama. karena mengembangkan kemampuan intelektual 
narapidana akan berdampak positif terhadap perilaku dan tindakan narapidana. 
e. Pembinaan Kesadaran Hukum 
 
Pembinaan kesadaran hukum diberikan agar narapidana memiliki 
pengetahuan dan pemahaman lebih berkaitan dengan hukum, bahwasanya 
penyuluhan hukum diberikan agar narapidana dapat mengetahui hak-hak serta 
kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan taat pada hukum. 
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Pengetahuan terhadap hukum diberikan agar narapidana dapat menjaga 
ketertiban, keamanan, serta bersama-sama dapat menjaga keadilan,penegakan hukum 
dan kepastian hukum itu sendiri baik pada masa pemidanaannya atau setelah 
menjalani masa pidananya. 
Dengan adanya penyuluhan tersebut narapidana dapat mengetahui fungsi 
hukum sebagai kontrol sosial dan perekayasa sosial, sebagai sarana yang digunakan 
dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat. 
 “Untuk memberikan pembinaan penyuluhan hukum kami bekerja sama 
dengan pihak ketiga baik dari kejaksaan ataupun pengadilan negeri, kalau 
kepolisian sudah agak lama tidak melakukan penyuluhan hukum disini.”13 
 
Penulis menganggap bahwa kerja sama yang dijalin dalam melakukan 
pembinaan penyuluhan hukum Rutan Jeneponto yang menggandeng atau 
melakukan kerja sama kepada instansi atau dinas-dinas yang memiliki 
kemampuan dan kapasitas untuk mengakomodir pembinaan merupakan suatu 
langkah yang tepat karena dengan menghadirkan orang-orang yang memiliki 
keahlian dalam bidangnya diharapkan pembinaan tersebut dapat berjalan sesuai 
yang diharapkan yaitu, ilmu yang bermanfaat, yang dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan narapidana kedepannya. Pembinaan kesadaran hukum terhadap 
narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan 
untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota 
masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut 
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menegakkan hukum dan keadailan, perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia. 
f. pembinaan kemandirian 
  1) kerajinan tangan  
Salah satu pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Rutan adalah 
kerajinan tangan, narapidana diberikan pembinaan dalam mengelola bahan limbah 
seperti Koran. Koran tersebut diolah sedemikian rupa menjadi asbak, lampu, 
tempat tissue dan bingkai foto. 
“Kerajinan-kerajinan yang telah kita ajarkan kepada narapidana, mudah-
mudahan begitu mereka bebas, mereka dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah 
diberikan, sehingga mereka tidak melakukan lagi tindak pidana.”14 
Keterampilan ini diajarkan kepada narapidana agar kedepannya memiliki 
kemampuan untuk diterapkan dan dimanfaatkan dikemudian hari setelah 
menyelesaikan masa pidananya di Rutan. 
Menurut penulis pembinaan dalam kerajinan tangan ini diharapkan sebagai 
prevensi khusus terhadap narapidana untuk tidak mengulang perbuatan tindak 
pidananya kembali, hal ini dikarenakan dengan bekal keterampilan membuat 
kerajinan tangan kelak kedepannya narapidana setelah menyelesaikan masa 
pidana dapat mandiri secara finansial dan memiliki kegiatan positif, jadi lebih 
mengarahkan kepada suatu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis untuk bekal 
narapidana dikemudian hari.  
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sebagaimana dijelaskan oleh bapak Muh.Anies, yaitu pembelajaran 
kerajinan ini diharapkan menjadi pilihan dalam mendapatkan pekerjaan dan 
membantu dalam ekonomi setelah menjalani piadanya di Rutan Kelas II B 
kabupaten Jeneponto. 
“Adapun pemasarannya, tergantung pada pemesanannya, ada yang pesan 
langsung, kalau 17 agustus kadang kita jual, kadang dipamerkan di 17-an, terkait 
dengan kerja sama BLK, program BLK belum ada pemasaran-pemasaran itu, jadi 
kita hanya menfasilitasi dan membekali keterampilan saja.”15 
 Hal yang bisa penulis tangkap dari hasil wawancara oleh kasubsi 
pengelolaan adalah bahwasanya Pembinaan kerajinan tangan sebagaimana 
pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muh. Anies, pembinaan kerajinan 
tangan yang dilakukan oleh Rutan sekedar pembinaan dan pembekalan 
keterampilan, namun untuk pemasaran masih belum ada cara pemasaran khusus 
dan pihak ketiga yang dilibatkan untuk kerjasama  dalam hal ini BLK belum 
memiliki program untuk memasarkan hasil karya narapidana tersebut. Hal ini 
sungguh sangat disayangkan sekali karena seharusnya ada pemasaran khusus yang 
dibentuk untuk memasarkan karya-karya kerajinan tangan yang dibuat oleh 
narapidana, hal ini akan menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri untuk 
narapidana jika hasil dari kerajinan tangan mereka ternyata bisa menghasilkan 
uang untuk mereka sehingga mereka akan berpikir untuk meninggalkan perbuatan 
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pidananya dan beralih kepada pekerjaan yang lebih halal dan bermanfaat bagi 
masyarakat. 
2) Pembinaan Maubelair 
 pembinaan lainnya yang dilaksanakan oleh Rutan Jeneponto adalah 
pembinaan maubelair, pembinaan ini adalah pembinaan yang memberikan 
pengetahuan dan keterampilan terhadap narapidana dalam membuat perabot dan 
furniture seperti lemari, kursi, meja dan lain sebagainya yang terbuat dari kayu, . 
 Pembinaan ini terlaksana dengan melibatkan kerja sama dengan pihak 
ketiga atau BLK (balai latihan kerja), Rutan Jeneponto menjalin kerja sama 
dengan pihak ketiga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti,  
instruktur BLK memiliki kompetensi dan kapasitas dalam bidangnya. Dalam hal 
ini adalah pembinaan maubelier. 
 Menurut penulis, Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bekal keterampilan 
selama menjalani masa pidana, sehingga ketika mereka selesai menjalankan masa 
pidana mereka memiliki kemampuan untuk mengolah kayu menjadi perabot 
rumah tangga, pembinaan ini diharapkan menjadi ilmu yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan mereka kedepannya, dapat menjadi peluang usaha dan 
memberikan nilai ekonomis terhadap narapidana, memberikan mereka pekerjaan 
dan hidup secara mandiri, sehingga menjadikan mereka manusia yang lebih baik 
dari sebelumnya. 
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3) Pembinaan Pelatihan Kerja Perbengkelan 
Pembinaan yang diberikan Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto 
memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan pembinaan seperti 
apakah yang akan diberikan kepada narapidana, baik dari segi kondisi, lokasi 
pemasyarakatan serta minat narapidana itu sendiri. 
“Sebelumnya saya memang sudah memiliki usaha bengkel dan in syaa 
Allah ketika saya bebas nanti semoga usaha saya akan menjadi lebih baik 
lagi dan saya bisa diterima kembali di dalam masyarakat, apalagi disini 
ada pembinaan pelatihan BLK seperti meubelair, elektronik dan 
perbengkelan.”16 
 
Salah satunya adalah pembinaan pelatihan kerja perbengkelan, Pembinaan 
ini mengajarkan keterampilan dan kemahiran dalam mengotak-atik mesin dan 
hak-hal yang berhubungan dengan perbengkelan, pembinaan ini bertujuan agar 
narapidana dapat menjadikan pembinaan ini sebagai sumber kehidupan dan 
penghasilan dimasa mendatang ketika mereka menghirup udara bebas. 
Menurut penulis dengan adanya pembinaan pelatihan perbengkelan ini 
narapidana setelah menjalani masa tahanan dan dikemudian hari bisa menghirup 
udara bebas mereka dapat menciptakan lapangan kerja mereka sendiri, 
menghasilkan uang dengan bekal keterampilan yang telah mereka dapatkan 
selama menjalani masa pidana di Rutan, mereka bisa mandiri secara finansial, 
sehingga tidak akan berpikir mengulang tindak pidana kembali karena pada 
dasarnya kebanyakan tindak pidana didasari oleh keadaan ekonomi. Dengan 
dilakukan pelatihan, narapidana mendapatkan berbagai keterampilan, 
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narapidana bisa mengisi waktu selama menjalani masa hukuman, serta dapat 
dimanfaatkan sebagai bekal menjalani kehidupan selanjutnya. 
2. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Prevensi 
Khusus Terhadap Narapidana Di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto 
Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto telah melaksanakan rangkaian 
program-program yang diharapkan sebagai prevensi khusus terhadap narapidana, 
program-program tersebut adalah berbagai macam pembinaan kemandirian. 
“Apabila mereka keluar nanti, semoga dia bisa menjadi manusia sosilan, 
teladan dan bisa mandiri, yang mana dari segi kerohaniannya ketika dia 
keluar nantinya dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di Rutan Kelas IIB 
kabupaten Jeneponto bisa dimanfaatkan dimasyarakat luas dan yang 
terpenting adalah narapidana dibelaki keterampilan agar tidak mengulang 
tindak kejahatannya kembali.”17 
 
Tujuan mulia seperti yang dinyatakan oleh bapak Muh.Anies diatas 
dilaksanakan bukan tanpa kendala ataupun halangan, banyak faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan prevensi khusus melalui program pembinaan 
tersebut.Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prevensi 
khusus terhadap narapidana di RutanKelas II B Jeneponto,antara lain: 
1. Dalam Proses Pembinaan 
Pembinaan merupakan program dalam pelaksanaan prevensi khusus yang 
dilakukan oleh Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto, jadi keberhasilan dari 
pembinaan menentukan terwujudnya tujuan dari prevensi khusus atau tidak, jadi 
segala permasalahan yang memberikan pengaruh terhadap pembinaan akan 
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berdampak pula pada efektivitas pelaksanaan prevensi khusus. Jadi adapun 
permasalahan-permasalahan dalam pembinaan tersebut, yaitu: 
a. Kerja Sama Pihak Ketiga 
Seperti yang kita ketahui, bahwa Rutan Kelas II B Kabupaten 
Jeneponto, dalam proses menjalankan pembinaannya selalu menjalin 
kerjasama dengan pihak ketiga. 
Menurut penulis prevensi khusus yang dilaksanakan dengan program 
pembinaan tidak bisa berjalan efektif karena alasan kerja sama pihak ketiga 
yang tidak terjalin, misalnya pada pembinaan intelektual (kecerdasan) yang 
seharusnya menjalin kerjasama dengan pihak dinas pendidikan untuk program 
pemberantasan buta huruf atau program-program lainnya yang berguna untuk 
narapidana kedepannya. 
Seperti yang penulis singgung sebelumnya, seharusnya Rutan Kelas II 
B Kabupaten Jeneponto tidak hanya menunggu dijalinnya kerja sama dalam 
pengembamgan intelektual, namun juga bisa mengusulkan atau menawarkan 
kerja sama, Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto harus pandai-pandai 
melihat kebutuhan narapidana, dengan mempertimbangkan kondisi narapidana 
yang sedang menjalani masa pidananya. 
“Pembinaan jasmani diadakan biasanya hari sabtu pagi dan 
instrukturnya dari luar atas kerja sama dengan dinas kesehatan, 
terkadang instruktur tidak ada atau berhalangan hadir”.18 
Dari keterangan yang didapatkan dari ibu Kartini Sofyan, penulis bisa 
menyimpulkan jika instansi yang diajak bekerjasama dalam pembinaan 
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terkadang mangkir dalam menjalankan proses pembinaan, padahal kerjasama 
pihak Rutan terhadap pihak ketiga adalah untuk memberikan pembinaan secara 
maksimal, karena menganggap Pembina dari instansi terkait memiliki 
pengetahuan, kemampuan dan kompetensi pada bidang yang dibina, sehingga 
besar harapan untuk pembinaan dalam pelaksanaan prevensi khusus tersebut 
bisa terealisasikan sesuai dengan harapan. Seharusnya Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto lebih tegas memberikan sanksi terhadap Pembina-
pembina yang mangkir dalam melakukan pembinaan. 
b. Sarana dan Prasarana 
“Untuk sarana dan prasarana, yang perlu kita ketahui bahwa Rutan 
Jeneponto ini adalah bangunan belanda, jadi jika melihat kondisi dan 
keadaannya kita tidak bisa terlalu jauh melakukan program 
pembinaan”.19 
 
Rutan Jeneponto sebagaimana dijelaskan oleh bapak muh. Anies dan 
sempat disinggung pula oleh bapak supriyadi bahwasanya Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda. 
Penulis menganggap bahwa  kondisi bangunan Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto mengikuti pemidanaan pada saat itu dan tentu saja model 
pemidanaan pada masa kolonial belanda bukanlah pemidanaan dengan konsep 
pemasyarakatan sesuai yang kita anut pada saat ini, Rutan telah berkembang 
dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sehingga tentu banyak 
hal yang membedakan. Akan sulit melakukan pembinaan yang didasarkan pada 
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sistem pemasyarakatan Undang-undang No.12 Tahun 1995 didalam suatu 
bangunan colonial peninggalan belanda yang menganut sistem pemenjaraan.  
Sistem Pemasyarakatan sendiri adalah membina narapidana agar dapat 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang 
sama. Hal ini yang menjadi alasan bagi Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 
untuk tetap melakukan pembinaan terhadap narapidana walaupun dengan 
keterbatasan sarana dan prasarananya. 
c. Tidak adanya pembinaan dan pembimbingan kerohanian bagi narapidana 
yang beragama selain Islam  
“131 orang narapidana disini semuanya beragama islam, tidak ada yang 
beragama lain, tahun lalu ada satu orang yang beragama Kristen, tapi 
tidak ada pembinaan kerohanian untuk yang beragama Kristen karena 
mayoritas masyarakat sekitar sini Jeneponto adalah muslim tidak ada 
yang dapat membina, kita hanya memberikan haknya semisal remisi, 
misalnya kalau kita muslim ada remisi untuk idul fitri dan idul adha, 
kalau yang beragama Kristen diberikan remisi untuk perayaan hari raya 
mereka seperti natal, jadi lebih kepada toleransi dan pemberian haknya 
dalam remisi tersebut.”20 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Kartini Sofyan, diketahui bahwa 
pembinaan kerohanian yang dilakukan hanya untuk yang beragama islam, 
tidak ada pembinaan kerohanian untuk narapidana yang beragama non muslim, 
padahal sebagaimana diketahui agama sangat berperan penting dalam 
membentuk karakter yang lebih baik depannya, agama dapat menyadarkan 
seseorang terhadap kesalahan yang telah diperbuat, agama dapat memperbaiki 
seseorang dan mencegah seseorang tersebut kembali mengulang perbuatan 
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pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Pengetahuan dan pemahaman 
beragama yang cukup membuat dinding pembatas pembeda perlakuan baik dan 
buruk. 
Penulis beranggapan jika seharusnya pembinaan kerohanian diberikan 
untuk setiap narapidana, baik beragama islam maupun non islam, masalah 
untuk siapa yang membina itu adalah tanggung jawab Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto untuk mengadakannya karena pada dasarnya Adapun 
hak-hak Narapidana menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 
tegas menyatakan Narapidana berhak: Melakukan Ibadah sesuai dengan agama 
atau kepercayaan dan Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani. Jadi sudah menjadi kewajiban Rutan untuk memenuhi hak-hak 
narapidana tersebut salah satunya adalah hak untuk pembinaan kerohanian. 
d. Daya Tampung 
Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu bangunan 
peninggalan kolonial Belanda. Terletak di Kota Tua atau biasa masyarakat 
Jeneponto menyebutnya Jeneponto Lama. Dengan Kapasitas Hunian 44 orang. 
        Jumlah Penghuni Rutan Menurut Jenis Kelamin 
No. Jenis kelamin  Jumlah 
1. Pria 121 orang 
2. Wanita 12   orang 
 Total 131 orang 
     (Sumber: data Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto tanggal 16 oktober 2017) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghuni Rutan 
saat ini berdasarkan jenis kelamin adalah untuk penghuni Rutan yang berjenis 
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kelamin pria sebanyak 121 orang dan penghuni Rutan yang berjenis kelamin 
wanita sebanyak 12 orang. 
Pembagian Penghuni Rutan Berdasarkan Status 
No. Status Jumlah 
1. Narapidana 53 orang 
2. Tahanan 78 orang 
 Jumlah 131 orang 
     (Sumber: data Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto tanggal 16 oktober 2017) 
Berdasarkan data tabel diatas diketahui status penghuni Rutan Kelas II B 
kabupaten Jeneponto adalah narapidan dan tahanan. Adapun jumlah narapidana 
adalah 53 orang dan tahanan berjumlah 78 orang sehingga jumlahnya adalah 131 
orang. 
Kapasitas daya tampung Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto adalah 
44 orang, sekarang dari data yang diperoleh dari staf pelayanan tahanan jumlah 
penghuni Rutan pada tanggal 16 oktober 2017 sampai pada saat penulis selesai 
melakukan penelitian adalah 131 orang yang terdiri dari tahanan dan 
narapidana. 
“Sekarang daya tampung Rutan yang seharusnya hanya dihuni 
maksimal 44 orang sudah dihuni 131 orang jadi sudah bisa 
dikategorikan over kapasitas sampai 87 orang.” 
 
Menurut penulis pembinaan tidak dapat berjalan maksimal jika melihat 
kondisi dan situasi Rutan Kelas II B kabupaten Jeneponto telah dihuni 131 
orang padahal daya tampungnya maksimal 44 orang saja, pembinaan yang 
telah diajarkan akan sulit diterapkan, misalnya untuk melaksanakan sholat di 
dalam kamar yang berisi 14 sampai 15 orang, mereka akan sangat kesulitan 
dalam pengaplikasian pembinaan yang telah mereka dapatkan.    
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e. Sarana yang tidak lagi dimanfaatkan  
 
Berdasarkan denah Rutan diatas, diketahui bahwa di Rutan Kelas II B 
kabupaten Jeneponto memiliki satu wilayah sendiri untuk pelaksanaan 
pembinaan pengembangan peternakan bagi narapidana, yang dahulu berisi 
sekitar 400 ekor bebek petelur, yang telur dihasilkan diolah menjadi telur asin, 
namun kini pembinaan tersebut sudah tidak dilaksanakan kembali, dengan 
alasan tidak sanggup lagi memenuhi pesanan dari pasar. 
“Dulu ada peternakan bebek dan ayam potong, jumlah bebeknya sampai 
sekitar 400 ekor, telurnya diolah menjadi telur asin, hasil olahan biasa 
dijual di daerah boyong, kami sampai kewalahan memenuhi 
permintaan”21 
 
Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis, penulis beranggapan 
pada dasarnya fasilitas seperti kandang ayam di Rutan yang dulunya pernah 
dipergunakan untuk pembinaan kemandirian dalam beternak untuk narapidana, 
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bahkan keuntungannya sampai puluhan juta, tapi sekarang pembinaan tersebut 
tidak dilaksanakan lagi dan sarana tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi. 
Seharusnya pembinaan tersebut terus dijalankan karena ketersediaan sarana 
yang dapat digunakan, hal ini bisa memberikan pengetahuan lebih dan 
menambah wawasan narapidana terhadap berkewirausahaan dan kemampuan 
untuk mandiri secara ekonomi. 
2. Narapidana 
Pelaksanaan Prevensi khusus pasti tidak akan terlepas dari narapidana 
itu sendiri, bagaimana tidak, program-program prevensi khusus diperuntukkan 
untuk mereka, agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki 
diri dan tidak kembali mengulang perbuatan yang mereka lakukan.  
Sebagus dan sebanyak apapun program yang dilakukan oleh 
RutanKelas II B kabupaten Jeneponto semuanya tergantung pada narapidana 
itu sendiri, apakah dapat melaksanakan dan menerapkan keilmuan yang telah 
didapatkan atau memilih mengulang perbuatannya kembali. Adapun faktor dari 
narapidana antara lain: 
a. Individu Narapidana 
Narapidana yang menentukan mau menjadi apa mereka kelak setelah 
menjalani pembinaan dan pemidanaan di Rutan Kelas II B Kabupaten 
Jeneponto. namun diharapkan mereka menjadi manusia yang lebih baik, dapat 
diterima di dalam masyarakat, bisa lebih mandiri dalam membuka peluang 
usaha dan untuk mendapatkan pendapatan. 
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Tujuan diatas, akan terealisasikan jika narapidana dapat mengamalkan 
pengetahuan yang telah diperoleh di RutanKelas II B kabupaten Jeneponto. 
“Kita upayakan disini mereka dibina jadi lebih baik, tapi itu kembali ke 
person narapidananya masing-masing, mereka kan terkadang walau 
diberikan pembinaan, punya keterampilan, sebenarnya bisa bekerja tapi 
jika mereka malas, mau mudah mendapatkan uang jalan satu-satunya 
melakukan tindak pidana kembali seperti mencuri misalnya.”22 
 
Penulis menganggap bahwa memang benar individu narapidana sangat 
besar mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prevensi khusus, karena pada 
dasarnya merekalah yang menentukan kehidupan mereka setelah menjalani 
masa pidana, tugas rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto hanya memberikan 
bekal untuk kehidupan mereka mendatang, namun kembali kepada narapidana 
itu sendiri apakah ingin menerapkan ilmu tersebut atau tidak. 
 
b. Lingkungan dan Pergaulan Narapidana setelah menyelesaikan masa pidana 
Lingkungan dan pergaulan menentukan apakah pelaksanaan prevensi 
khusus dapat berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak, pada dasarnya 
mereka diberikan pembinaan agar mereka menjadi lebih berguna, lebih 
bermanfaat didalam masyarakat. Tapi setelah menjalani masa pidana, 
narapidana yang telah menghirup udara bebas kembali memiliki hak untuk 
menentukan pilihan hidupnya sendiri, akan berubah atau akan kembali lagi 
seperti manusia sebelum menjalani pembinaan. 
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Walaupun tidak ikut terjun dalam kubangan lumpur tetapi ketika kita 
berada dekat dengan kerbau yang berkubang didalam lumpur maka kita akan 
terpercik lumpur juga, sedikit mengutip pepatah orang tua terdahulu tentang 
bagaimana pentingnya selektif memilih teman dan pergaulan. 
Menurut Penulis Paradigma yang terbangun dalam masyarakat bahwa 
mereka takut dengan mantan narapidana karena menganggap narapidana akan 
terprionisasi dengan narapidana lainnya, misalnya orang yang awalnya hanya 
maling ayam setelah masuk penjara bertemu dengan maling sepeda motor dan 
mereka saling bertukar pengetahuan, sehingga ketika narapidana yang pencuri 
ayam keluar ia kemudian mempraktekkan ilmu yang didapatkan dari pencuri 
sepeda motor, padahal hal yang lebih takutkan narapidana adalah pergaulan 
dan lingkungan luar yang akan mempengaruhi mereka kembali terjerumus 
dengan perbuatan pidana kembali. Mereka menganggap lingkungan dan 
pengaruh yang ada didalamnya lebih berperan dalam menentukan sikap dan 
perilaku narapidana kedepannya. 
“Kekhawatiran saya setelah bebas nanti adalah saya akan terlena 
kembali dengan pergaulan yang bebas, disini saya mendapatkan suatu 
pelajaran efek jera, semoga semua yang saya dapatkan disini membuat 
saya jadi lebih baik.”23 
Dari wawancara diatas bisa dikatakan bahwa yang harus ditakutkan 
bukan lingkungan penjara tapi lingkungan narapidana setelah bebas nantinya, 
dan hal inilah sangat berpengaruh terhadap tujuan dari prevensi khusus 
tersebut. 
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“Untuk faktor penyebab seseorang kembali mengulang perbuatannya 
juga dipengaruhi oleh lingkungannya, jika mereka bebas dan bergaul 
dengan orang yang tidak baik mungkin saja mereka kembali ikut 
melakukan seperti itu lagi, kejahatan yang sama, tapi jika dia bergaul 
dengan orang yang baik-baik maka mereka akan ikut menjadi baik, jadi 
yang paling berpengaruh adalah lingkungannya.”24 
 
Narapidana seperti manusia lainnya jika tidak memiliki dinding yang 
kokoh dan pendirian yang kuat terhadap keyakinan serta kepercayaan yang 
dibangun sebagaimana Rutan mengusahakan hal tersebut ada pada setiap 
narapidana, mereka dapat mudah terayu dan terbujuk kembali melakukan 
kejahatan yang sama, jadi bagaimana narapidana membatasi diri dan memilih 
pergaulan agar tidak mudah terpengaruh. 
Dari wawancara yang dilakukan oleh salah satu narapidana, penulis 
melihat kekhawatiran narapidana terhadap lingkungan luar yang akan mungkin 
saja dapat membawa mereka kembali terjerumus ke pengulangan tindak 
pidana, semoga saja pembinaan-pembinaan yang didapatkan di Rutan Kelas II 
B Kabupaten Jeneponto bisa menjadi penyaring segala stimulun-stimulun 
negatif yang membawa mereka kembali mengulang kejahatan.  
c. Pengawasan orang tua 
Orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang remaja, 
orang tua adalah contoh dan suri tauladan anak dan memiliki andil dalam 
pembentukan karakter dalam penentuan sikap dan sifat mereka. 
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Orang tua harus selektif dalam mengawasi pergaulan remaja yang telah 
melakukan tindak pidana agar tidak lagi terjerumus pada pengulangan tindak 
pidana karena melihat jumlah penghuni Rutan yang dihuni oleh remaja-remaja 
tidak sedikit. 
Menurut penulis peran orang tua memang sangatlah berpengaruh dalam 
menentukan arah jalan kehidupan selanjutnya pada anak, orang tua harus 
menanamkan nilai-nilai moral kepada anak, menjadi contoh yang baik serta 
mengarahkan anak kepada kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat. Orang 
tua juga harus membekali anak dengan nilai-nilai agama agar anak memiliki 
filter dan tameng terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang memungkin si 
anak dapat kembali terjerumus pada pengulangan tindak pidana. 
Sebagaimana pernyataan bapak kasubsi pelayanan tahanan Bapak Muh. 
Anies, yaitu: 
“Hal yang membuat narapidana setelah bebas dapat mengulangi tindak 
pidananya lagi salah satunya adalah pengawasan orang tua yang tidak 
terlepas daripada itu, mereka memiliki peran-peran dalam menentukan 
itu.”25 
 
Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa pada dasarnya memang 
orang tua memiliki peranan penting dalam pengulangan tindak pidana oleh 
narapidana setelah bebas dikemudian hari. 
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BAB  V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus di Rutan 
Kelas II B Kabupaten Jeneponto dilakukan untuk tujuan memperbaiki 
narapidana dan memberikan keterampilan, pengetahuan serta kemampuan 
kepada mereka, sehingga mereka kedepannya dapat mandiri secara 
finansial dan tidak lagi mengulang perbuatan mereka kembali. Namun, 
kenyataannya masih banyak narapidana yang kembali mengulang tindak 
pidana dan harus menjalani masa pidana kembali di Rutan Kelas II B 
Kabupaten Jeneponto tersebut. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prevensi khusus 
terhadap narapidana adalah dalam pembinaan kerja sama pihak ketiga yang 
tidak terjalin atau instruktur dari instansi yang memiliki kerja sama 
terkadang tidak hadir pada saat jadwal pembinaan, sarana dan prasarana, 
tidak adanya pembinaan dan pembimbingan kerohanian bagi narapidana 
yang beragama selain islam dan daya tampung Rutan yang Over Kapasitas 
serta sarana yang terdapat di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto yang 
tidak lagi dimanfaatkan. Selain dari sisi permasalahan pembinaan, hal lain 
yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan prevensi khusus adalah 
narapidana itu sendiri, seperti individu narapidana, lingkungan dan 
pergaulan narapidana dan pengawasan setelah menjalani masa pidana. 
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B. Implikasi Penelitian 
Setelah penulis melakukan penelitian di Rutan Kelas II B Kabupaten 
Jeneponto, penulis dapat mengetahui bahwa banyak program yang 
dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto sebagai langkah 
prevensi khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembinaan yaitu 
membuat narapidana menyadari kesalahan, menyesali kesalahan dan tidak 
berkeingin lagi melakukan tindak pidana. 
Namun, permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan prevensi khusus juga tidak dapat dipungkiri cukup banyak, hal ini 
menjadi kendala yang belum ada solusi yang ditemukan untuk 
memecahkannya. 
Seharusnya Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto mengefektifkan 
langkah pencegahan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali 
dengan memperbaiki sistem pembinaan, baik dari segi sarana dan prasarana 
ataupun kejelasan kerja sama yang menggandeng pihak ketiga. 
Selain itu, Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto juga seharusnya tidak 
lepas tangan terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidana, karena 
mantan narapidana yang telah menjalani masa pidana sangat rentan 
terpengaruh oleh lingkungan sehingga masih sangat perlu pengawasan dan 
stimulun motivasi. 
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